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BAB V  

KESIMPULAN & PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Pada saat ini, peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

Hukum Perdata Internasional masih memakai produk hukum warisan zaman 

Belanda yaitu Pasal 16, 17, dan 18 A.B (Algemeene Bepalingen Van Wet Geving 

Voor Indonesie). Materi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah mengenai 

status personal (Pasal 16 A.B), tentang hukum yang berlaku bagi benda-benda 

bergerak dan tidak bergerak, (Pasal 17 A.B), tentang hukum yang berlaku bagi 

suatu perbuatan hukum (Pasal 18 A.B), dan larangan pengakuan dan pelaksanaan 

putusan pengadilan asing (Pasal 436 RV). Sebagai negara hukum yang menganut 

sistem civil law, maka pembangunan hukum diwujudkan dalam produk hukum 

tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

 Dalam sisi hukum acara, masyarakat pencari keadilan sering menemukan 

proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam 

acara pemeriksaan perkara perdata dan komersial tersebut tidak mencerminkan 

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem hukum semakin memegang 

peranan penting hukum tertulis dalam kehidupan negara-negara modern sekarang 

ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana 

kontrol sosial. Salah satu keluhan dari para pencari keadilan adalah waktu 

beracara yang lama dan proses yang berbelit-belit dalam badan peradilan di 

Indonesia. Masalah ini juga dirasakan dalam kasus-kasus Hukum Perdata 

Internasional, sehingga lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi lebih 

diminati.  

 Meski kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai 

sengketa komersial cenderung digeserkan oleh forum lain yang dianggap lebih 

memuaskan para pihak, namun dalam beberapa hal kompetensi pengadilan negeri 

tidak mudah untuk dihindari. Ketika putusan forum lain seperti arbitrase tidak 

dilaksanakan oleh pihak yang terkena eksekusi, maka eksekusi putusan semacam 



110 
 

itu akan menjadi kompetensi pengadilan negeri. Apalagi jika putusan forum 

arbitrase tersebut dijatuhkan di luar Indonesia, maka ketika putusan hendak 

memperoleh pengakuan dan pelaksanaan di wilayah hukum Republik Indonesia, 

terlebih dahulu putusan tersebut harus dilakukan kembali proses re-litigasi untuk 

dapat dilaksanakan. Salah satu alasan mengapa seseorang melakukan proses 

hukum di pengadilan negeri adalah agar hakim dalam prosesnya dapat 

mengeluarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan menjadi penting agar 

eksekusi dari pokok sengketa dapat dilaksanakan. Dalam proses peradilan pun 

juga harus dijalankan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sayangnya, 

dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, terjadi 

kontradiksi. Lewat hadirnya kembali proses re-litigasi, masyarakat yang ingin 

melaksanakan putusan pengadilan asing harus kembali memulai proses peradilan 

di pengadilan negeri di Indonesia dari awal. 

 Alasan dari sulitnya proses pengakuan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan asing di Indonesia dalam adalah karena Indonesia dalam Pasal 436 RV 

diatur bahwa diperlukan perjanjian dengan negara lain untuk dapat dilakukan 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia yang membuat 

asas resiprositas di Indonesia dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan asing tidak ada. Selain itu, Indonesia juga menganut asas teritorial dan 

ketertiban umum yang mengedepankan kedaulatan negara. 

 Dalam beberapa kesempatan, upaya untuk menyempurnakan naskah 

akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional terus 

dilakukan. Urgensi pengaturan HPI lewat RUU HPI menjadi sangat relevan 

dewasa ini. Salah satu pembahasan penting dalam RUU HPI adalah hadirnya 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. RUU HPI 

2022 telah menegaskan untuk dapat dilakukannya pengakuan dan pelaksanaan 

putusan pengadilan asing di Indonesia dengan memberi syarat-syarat tertentu, 

salah satunya adalah untuk dapat dilakukannya pengakuan dan pelaksanaan 

putusan pengadilan asing jika terdapat perjanjian internasional terkait. Dalam 

RUU HPI juga, ketentuan dari Pasal 16, 17, 18 AB, Pasal 100 RV, dan Pasal 436 

RV yang melarang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di 



111 
 

Indonesia dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia siap berkembang lebih 

jauh lagi dalam hal hukum perdata internasional. 

 Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi salah satu 

isu utama dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam suatu sengketa mengenai 

hubungan hukum kontraktual, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan 

asing menjadi sangat penting karena hal tersebut mempromosikan pemenuhan hak 

dan kewajiban. Konsekuensinya adalah para pihak menjadi dapat 

mempertahankan pemenuhan haknya dengan cara meminta pelaksanaan putusan 

pengadilan asing kepada pengadilan terkait. Hal inilah mengapa perlu untuk 

menganalisis lebih jauh lagi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing 

dan mempertimbangkan pengaturannya di Indonesia. 

 Pembahasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan 

asing telah berkembang dari tahun ke tahun baik dalam ruang lingkup nasional 

dan internasional. Di ruang lingkup internasional, hadirnya konvensi-konvensi 

terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi contoh 

bagaimana negara-negara di dunia berusaha untuk mencapai unifikasi hukum 

perdata internasional agar memudahkan proses berbisnis di dunia yang semakin 

borderless. Konvensi-konvensi seperti Brussels Convention, Asian Principles of 

Private International Law, New York Convention 1958, dan terutama HCCH 2019 

Judgments Convention memberi bukti bahwa diskusi pengakuan dan pelaksanaan 

putusan pengadilan asing menjadi penting dalam rangka memajukan hukum 

perdata internasional. 

 Melihat kepada RUU HPI yang menegaskan perlunya perjanjian dengan 

negara lain untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan asing yang 

berhubungan dengan putusan yang bersifat condemnatoir, maka penulis 

berpendapat aksesi HCCH 2019 Judgments Convention menjadi langkah yang 

tepat untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dengan hadirnya aksesi terhadap 

HCCH 2019 Judgments Convention, kerangka hukum dari pengakuan dan 

pelaksanaan putusan pengadilan asing akan menjadi lebih baik dan efektif. 

 HCCH 2019 Judgments Convention bukanlah konvensi yang sempurna, 

masih terdapat kritik dalam isi dari HCCH 2019 Judgments Convention. Namun 
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penulis menyimpulkan bahwa aksesi HCCH 2019 Judgments Convention menjadi 

hal yang tepat mengingat HCCH 2019 Judgments Convention yang telah memiliki 

banyak negara pihak yang membuat pelaksanaan dari HCCH 2019 Judgments 

Convention akan semakin mudah untuk dilakukan. 

 Walau penulis merasa bahwa aksesi HCCH 2019 Judgments Convention 

menjadi perlu, namun penulis berpendapat bahwa aksesi HCCH 2019 Judgments 

Convention bukan menjadi urgensi yang harus segera dilakukan. Salah satu 

perhatian penulis adalah kurangnya Negara Asia yang menjadi negara pihak dari 

HCCH 2019 Judgments Convention sehingga perlu untuk diteliti lebih jauh 

mengenai apakah terdapat alasan khusus dibalik tidak adanya Negara Asia yang 

menjadi negara pihak dari HCCH 2019 Judgments Convention. 

 Pada akhirnya, semua hal ini tergantung kepada politik hukum dari 

Pemerintah Indonesia dalam memperbarui hukum perdata internasional Indonesia. 

Pembaruan dari Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di 

Indonesia ditargetkan untuk dijadikan Undang-Undang pada tahun 2024. 

Sebagaimana adagium lex samper dabit remedium yang mengartikan bahwa 

hukum selalu memberi obat, menegaskan bahwa hukum dapat berperan sebagai 

solusi. Oleh karenanya, maka pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat 

dalam membentuk kebijakan hukum perdata internasional, salah satunya terkait 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal tersebut dikarenakan 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing berhubungan dengan 

kedaulatan negara tersebut yang jika tidak diatur secara baik, maka dapat 

merugikan jalannya negara dan alih-alih menjadi obat justru memberikan penyakit 

di masyarakat.  

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberi 

saran: 

1. Meresmikan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional 

menjadi Undang-Undang di Indonesia, dengan hal tersebut maka terjadi 

kebaruan dari Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang sudah 

diperlukan. 
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2. Mengkaji kembali relevansi konvensi yang dibentuk oleh HCCH 

lainnya seperti HCCH 1965 Service Convention, HCCH 1970 Evidence 

Convention, dan HCCH 2005 Choice of Court Convention dalam 

membentuk sirkulasi pengadilan internasional yang baik dalam rangka 

memberlakukan HCCH 2019 Judgments Convention yang efektif. 

3. Mengaksesi HCCH 2019 Judgments Convention ketika RUU HPI telah 

diresmikan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut agar pengaturan 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat 

diaktualisasikan dan menjadi lebih komprehensif. 

4. Menganalisis negara-negara yang memiliki hubungan bisnis yang kuat 

dengan Indonesia dan membentuk mutual legal agreement dalam 

pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing agar sirkulasi 

bisnis dapat berjalan dengan lancer lewat kemudahan eksekusi putusan 

pengadilan. 

5. Dalam hal asas resiprositas, perlu untuk dikaji lebih mendalam lewat 

penelitian lainnya mengenai apakah terdapat putusan yang berasal dari 

Indonesia yang berhubungan dengan negara lain dan apakah putusan 

pengadilan Indonesia tersebut diakui dan/atau dilaksanakan di negara 

terkait tersebut. 
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